PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMISNG

i

LAMUN KASUPATEN ACEH TAMIANG
NOWOR : & TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Merimbang :

bahwa dalam nangka P Asli Daerat
{PAD) dibidang Pe bidang ar

o & divand
periu untul mengamr Astribusi Terminal di Kabupalen r\cEP\TamrEng

" bahwa untuk maksud tarsabut periu diatur dalam suatis Qanun.
Mengingat :
. Undang-Undang Nomor § Tahur 1981 Tentang Hukum Acara Fidana

(Lembaran Negara Republlc Indonesia Tahun 1881 Nomor 76, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1892 Tontang Laiu Lintas dan Angkutan

Jalan {Lembaran Negara Republix indonetiz Tahun 1082 Romor 46,
Tambehen Lembaran Negara Aspublik Indonesia Nomeor 3486);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerlntahan Daerah
(Lembaren Negara Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor as29);

Undang-Undang Notmor 25 Tahun 1598 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Hegara Republi Indo-
niesia Tahun 1688 Nomor 72 Tambahan Lembaren Negara Republik indo-
nasla Nomor 3948);

. Undang-Undeng Nomer 24 Tahun 2000 Tentang Porubahen atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahin 1997 Tamtsng Pajek Deerah dan Ratisus Daorah
{L:embaren Negara Republik indonesia Tahun 2000 Matmas 246 Tambahan
Lembaran Negara Reptiblik Indonasia Nomar 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang pemberian Otonomi
Khusus bagi Provinsi Deerah Istimewa Acsh sebagai Provins! Hanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Hegara Fepublik Indonesia Tahun 2001
Momor 114, Tambahan Lembaran Negara Fiepublik lndonesia Mormord181);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pambeniukan Kabipaten
h Daya, K 40 LuBs, oeh deya, Kabup
Nagan Raya den Kabupaten Aceh Temiang ¢ Provins| Nanggroe Aceh

Darussalam {Lembaran Negara Repubiik Indonssia Tah

2 ahun 2002 Nomor
17, Tembehan Lembaran Negers Republik Indonesia Nomar 4179);

. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 Tenlang. Kewanangan

Femerintah dan Kewenangan Provins! Sebagsi Daerah Oionom (Lembsran
Negara Republik Indonesia fahun 2060 Nomar 172 Tambghan Lembarar
Negara Republix Indonesta Nomor $593;

. Peraturan Pemerintah Normeor 68 Tahun 2001 Teritang Retribusi Daersn

{Lambaran Negara Repubik Indonasia Tahus: 2001 Nomar 115 Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Normor 4139); |

. Kepulusan Presiden Répubiik Indonasia Nomor 44 Tahun 1998 Tentang




Tehnik Peny Peraturan p L dan bentuk

Aancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Kepulusan Presiden (Lemberan Megara Republik indonasta
Tahun 1929 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoe.. H

1. 3 Tahun 1985 Te

Umum 0 Penyidik, Pegawal Negeri Sy i F i
Dasrah jo. Ksputusan Menteri Datam Negeri Nomaor 4 Tahun 1E57 tantang
Penyidik Pagawal Negeri Sipil dilingkungan Pemearintah Dagran;

2 KepunmnﬂubemeringgmAmDamssﬂamNmmrosrahun
2003 Tertang Peniyersgaman Penyebutan Peraturan Dasrah Menjadi
Qanun (Lembaran Daerah Provinsl Nanggroe Acsh Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri E Nomor 5).

Dengen Parsstujuen Bersama,
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEH ACEH TAMIARG
DN
BUPATL ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
ANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG TENTANG RETRIBUS] TERMINAL

BAB 1

KETENTUAN UMUK
| Pasal 1
2lam Qanun In! yang dimaksud dengain ;

% Daerah adatah Dasrah Kabupaten Aceh Tamiang; A
1. Pemerintah Dasrah adalsh Bupati borsema dengan Perangkat Daerah
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-singhat SPAORD edatsh Surat yang

Otenom lain sebagal Badan Eksekutff Daerin;
Bupati adalah Bupati Aseh Tamiang;

. Pejabat adalzh Pegawal yang dibari tugas tertentu-dibidang Retribusi

Daerah sesual dsngan Pereturan Perundang-undangan yang beraku;

. Badan adalah sualu bentuk Badan Usaha yang melipuli Perssroan

Terbatas, Parsaroan Comanditsr, Persernar lalnnye, Bacan Usaha Milic
Negara alay Dasrah dengan Nama dan bemuk apapun, Parsekutyan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kapsras!, Yayasaen atau Orgarieasi yang
Lembaga, Dana Pensiun, Beniuk Useha Tetep sara Baniuk Badan
nivay

. Pelribusi Jasa Usaha adalah Retibusi ates jasa vang disediakan gigh

Pemarini: sBTah dsngan menganut orinsin komarsial karena paca
dasamya dapat pula disediakan ofeh sekior'sy
Terminal adaiah praserana fransportas! |
gfbarang sara
i Rendaraan URum, yang man
anngan ransportacsi;
tribuist Terminal yeng selanjutnys dapal disebut reirlbosi adalah
pembeyarar: atas pelayanan penyedisan tempat parki uniuk kendaraan
penuripang dan bis umum, tempat Kkegiatan ussha, fasiftas lainmya
lingkengan fetminal yang dimiikidan atau dikelole cleh Pemenriah Dacrah,
fidak t2rmasuk Pelayanan Parcrangan; '
Wailb Fletribusi adalah omang privadi atay badan yang manum Peraturan
Perundang-undangan At i urituk i
Retribusi, termastk Pemunguian atau Pemoiongan Retribusl tateniy;
Masa Retribusiadsiah suaty jangka wakiu larienty yangmerupaian batas
walkil bagl Wajl Retibusi untuk memanfaztian pelayanan peryadizan
fasilitas tarminzl; E
Surat Pendeftaran Objek Fetribusi Oasrah vang selanjuicys dapat di-
iguraloan olsh wall retribusi uniuk
melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhiturgan dan
pambayaran retribusi yang terhutang menurut Poratiran Parundang-
wndangan Ratribusi Daerah;
Surat Kstetapan, Retritusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 'yang
sslanjutnya dapat disingket SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan alas jumlah ratribus! yang tetah ditetapkan;
Burat Keletapan Ratribusl Dasrab lebih bayar, yang depat disingkat
SKRDLB adalah Sural Keputusan yang menentukan jumizh kelebihan

Bakan salah satu wujud




Reotribust ki redit Retribusi lebih bessr dadpada
refribusi yang lerutawg atau tidak seharusnya terutang;
. Surat Penagihen Retribusi Dasrah, yang dapat disingiat STRD-adaian
surat untuk melakukan taglhan Retribusi dan atay sanks! administrasi
berupa bunga atau denda;
Surst Ketetepan Retribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan yang disingiat
SKROKET adalah Surat Kepitusan yang menentukan tambahen atas
jurnlah Retribiusi Daarah yang telaty ditetapkan;
Sural Keputusan Keberatan adalah Surat Kepulusen ates keberatan
torhadap SKRD, SKRDKET, SKADLB alau terhadap pamotongan atau
gg-nunou!m otel plhek ietiga vang dizfukan oleh Wajit Relribusl;
slah sarangkaian 1tk mericar]
dzia dan a!a.j km:mmgam dalam rargka pengawasan
refriousi ¢ Peraturan
pemndang—under\gaﬂ Relribusi Dasrah;

o

»

dan mengst

BAB N
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasak2
engan nama Ratribusi Terminal dipungut retribusi sebagal psmbayaran atas

etiap paiayanan tempat parkir untuk Kendaraan penumpang dan bis umum,
Fmpa( kegiatan usaha, fasiftas lainnya dilingkungsn terminal yang dimiiki dan’
ah.

12y dikalola oleh Pemerintaty Daer:

Pasal 3

[0] Oh;ek Retribusi adalan pelayanan penyediaan fasiiias terminal yang
Hpu‘

parkir dan bis umum;
h Pmyedhsn tempat keglatan usaha; E
¢. FasHitas lainnya dilingkungan terminal.

(2} Tidak termasuk objek reiribusi adalsh pelayanan perorangan dan
| penyediaan fasililas tarminal yang dikelola olgh Perusahaan Daerah dan
| Pinak Swasta.




Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilites
terminal.

BAB

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §
Fletribus] Terminal digofongkan sebagai Aetibusi Jasa Umum,

BAB IV

FRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal §

(1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan struktur dan besarnya tarf retribusi
didasarkan pada fujuan untuk memperolah keuntungan yang pantas
ditsrima oleh pengusaha sefenis yang beroperasi secara efisien dan
beroriontasi pada harge pasar.

{2) Tingkat penggunaan jasa difiung berdasarkan frekuensi dan Jangka waktu
pemakaian fasiitas terminal,

BABV
STRUKTUR DAM SESARKYA TARIF RETRIBUS!
Pagat 7

(1) Struklur besarnye tarit digolongkan berdasarken jenis fasiiftas, jenis
K 1, dan jangka P an.

{2) Besarnya tarit Reatribusi ditetapkan berdasarkan tarf pasar yang bedaku
di wilayah Daerah,

{3} Dalam hal tarif pasar yang beriaku sulit ditemukan, maka tarit dietapkan
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sebagai jumiah pembayaran per saluan unit pefayananfasa, yang
merupakan jumiah unsur-unsur tarif yang meliputi -

2. Unsur biaya per satuan penysdisan jase:

b. Unsur keuntungan, yang dikehandakinya per satuan jesa.

K] Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meiiputi ;

a. Biaya opsrasional langsung, yang melipuli biaya belanja pegawai
lermasuk pegawai tidak tetap, befanja barang, betanja pemeBharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semus biaya rutin/produic
lainnya yang berkaitan langsing dangan penyediaan jasa;

. Piaya tidakiangsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya.
fainnya yang mendukung penyediazn jasa;

. Blaya moda!y i gan I
tainnya yang be dan penjang, yang.
dan bunga pinjaman, nilai sews tanah dan bangunan dan penyusutan
asef;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubunpan dengan pertyediasn jasa, seperi

. bunga atas pinjaman yang pendek.

)} Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut bditetapkan dalam
persentase lerlentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {4)

| dan dari modal,

B} Styuidur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada avat (1), (2} dan

| (2) ditetapkan sebagai berikut :

=

o

denis Kendaraan/ i
Ukuran Fasiiitas Tusit

Ponyodiaaniempat | Anghutan Kota Antar
Barkic kerdaraan Pe- | Provinsi (AKAP) -

Jenis Petayanan

numpang danbis umtm | - Bus Besar FAp. 1.000,/sokali masuk
- Bus Serang Fp. 700,-/sekali masuk
Angkutan Antar Kota
Dalam Provirst (AKDF) ©
- Bus Basar Rp. 1.000,-/sekali masuk
- Bus Sodang fp. 500,-sekali masuk
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Jenis Pelayanan

Jenis Kendaraan/

Tarif

Uiarran Fasilitas X
=
Angkutan Kota/Angkutan
Pedesaan :
- Mikrolet f Labi-labi Rp. 500 +aekali masuk
Pemakaian Ruang
Tidur Rp. 5000,4malam
Pamaksian Tempat 4
Usaha Rl (ukoran 4 x 5 m; | Ap. 100,000 /bulantahun
Toko {ukuran 4x 3 m) |Ap. 60000 Hulantehun
Wos (ukuran 2x 2 m) | Ap. 40.000 Dulantehun
Losd (uhuan3x3m) [Ap. 50000 bulantatun
FPemakaian Fasilitas a. Sewa Loket Rp.15.000 -parusahaan/
Laionya . slant
b. Pencucian Mobli
- Bus Basar Rp. 10.000,-fmobil
- Bus Sedang Rp. 7.500,-/mobfl
- Bus Kesil Rp. 5.000,-/moblt
c. Toilet
- Mandi Rp. 500,-
- Buang Air Kecil Ap. 200~
- Buang Air Besar Ap. 500~
Pasal &

Panggunaan fasilitas jasa Telepan, Air dan Listik ditanggung sendiri oleh

Pamakal Jasa,

(=)




BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

stribusi dipungut pada wilsyah tempat pc.ﬂyanzn faslitas terminal yang
e rikan.

BAB W
HASA RETRIAUS] DAY SAAT RETRIBUS! TERHUTANG
Pasal 10

kasa Retribusi peiayanan fasilitas perlokoan dan ssjenisnya adalah janghka
faldtu yang lamanya 1 (satu) bulan a’[sj. ditetapkan lain oleh Rupati,

Pasal 11

taat Fietrbusi Tathutang adalah pada sast draritkannya SKAD stau Dokuren
hir yang diperssmalkan.

A8 VIR

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
i

(1} Wajih Retribusi wajib menglsi SPdORD.

(2) SPCORD sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengsn jstas,
benar WWiajib Retribusi

[3) Eemuk i" ss.ta taia care pongisian dan penyampaian SPAdORD

¢ pada ayet {1) ditetepkan oish Dines F

| Daerah habupalen Aoeh Tomiang.
|
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BAB IX
PENETAPAN RETRIBUS]

Pasal 13

1} dORD v maksud Pasal 11 ayat
Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKAD atay Dekumen fain yang
diparsamakan.

(2} Apat 2 di data baru danatay data
semute belum terungkap yang I } refibusi
terhutang bertambah, maks dikeluarkan SKRDKET.

(3} Beniuk, isi, serta faia cara penerbitan dan penyampaian SKAD atau
Dokumen lalnnya yang dipersamakan sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) ditatzpkan oleh Dinas Pendapaian Kabupaten Aceh Tamiang,
BABX .
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

) Retribusi fidak

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokamen lsinnya
yang dipersamekan SKRADKET.

BAB X!
TATA Cnh.ﬂ PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunast sekaligus.

(2} Retribusi yang terutang dilunasi sefaibat-lambatnya 15 (fma betas) hari
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sejak diterbitkannya SKAD atau Dokumen lain yang dipersamakan,
| SKRDKBT dan STRD,

i T seny dant b Retribus] atur
dangan Keputusan Bupati.
BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

1} Ratribusi yang lerhulang bardasarkan SKAD atau Dokumen fain yang

dipersamakan, SKRDKBT, STRO, Surat Kepulusan Keberatan yang
, yang tidak
stau kirang dibayar oleh w;pu Retribusi dapat ditagih melaiul Surat
Peringatan dan Teguran atau Surat yang disamakan.

[2) Penag dan Taguran yang
disamakan dilaksanakan be?dﬂbal‘kﬂn Fammran Perundang undang&n
yang beraku

BAB XL

SANKS! ADMINISTRAS!

| Pasal 17

Lalam hal Waijib Retribus! tidak membayar fepat pada wakilinya atau kurang

sanksi berupa bunga sebeser 2% {dua
sersen) saliap bulan dar Retribusi yang terhutang ataw kurang dibayar dan
fitagih dengan menggunakan STRD,

BAB XiV

KEBERATAH
Pasal 18
{1} Walb> Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

&3




Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKADLB.

(2) Keberatandiaj i bahasa Indznesia disertai alasan-
alasan yang jelas.
{3) Datam hal Wajib Relrbusi hust

secara Jabatan, Wajib Retribusi harusdapat membuktiten ketidakbenaran
Ketatapan Retribusi tarsebut.

(4) Keberatan harus disiukan dalam jangka waktu pafing lama 2 {dua) bulen
sejak langgal SKRD ateu Dakumen lain yang dipersamakan, SKRDKET
dan SKRDLB diterbitican, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjuikan bahwa jangia waklu it tidak dapat dipenuni karena keadaan
i fuar kekuatannys.

&) K yang
ayat (2) dan (3) dalam Pasal inf tidak dianggap sebagai Surat Keberatan,
sahingga lidak dipertimbang.

{8} tidak menunda kewaj Retribusi dan
pe!aksanaan penagihan Retribsi,

Fasal 19

{1} Bupati datam Jangka wakiu paling lama & (enam) bulan sejak tanggai Surat
Keberatan dlterima harus member keputusan atas keberatan yang
diajkan.

{2} Kopt capat berpa i nya atau
sebagian, menclak atau menambah besamya Retribusl yang terhutang.

13) Apablla jangka wailu sebagaimanz dimaksud pada syat (1) telah lewat
dan Bupali tidak Keputusan, yang digjukan
terszbut diangoap dikabulican.
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BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

} Atas kelebihan pembayaran Relribusi, Wajib Retribusi dapat mengajulan
permohonan pengembalian kepada Bupail,

0 gk vakiy paiing Iama 8 {enar; bulan sejak diterimanya
nan ksiebihan usi imalisud pada
aat{1), harys member \kmk—;pulusan

B} Apahila jangks waikiy sabeg dlrmksud pada ayat {2) telzh dil: it
dan Bupati itz parmahonan p
kelebihan Rstrhas! dianggep dikabulkan dan SKRDLB harus dterbithan

dialam jangka weakly paling fama 1 (satu) bulan.

Astribusi tainnys, Kelebihan Pembayaran Retribusi
sohagaimana dimaksud pada ayat {1) fangsung dipsrhitungkan untuk
melunasi tersoih dahulu hutang untulc mefunasi terebih dahulu butang
Retribuzi seagaimans dinaksud pads syat {1) huteng Retribusi terssbut.

by flan kefbinan Retribust imana dimaksud

pada eva'-u ) dalam jengka waklu paling lams 2(d.n) ulan sejak dierbitkan

i6) Apabilz Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan seielah

lewat jangka wakiu 2 (due} bulan, Bupati memberikan imbalsn bunga
sebeear 2% {dua persen) sebulan alas keterlambatan permbayaran
kelebihan Rairibusi.

Pasal 21

Penmohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retdbusi
cara terfufis kepade Bupeli dengan sekurang-kurangrya menyebutikan ©
2. Nama dan slamat Wajb Retibusi

b. Masa Retribusi;

c. Besgmya Felshﬁ’\an Pembayaran

d. Aluga)
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2) F Kelebihan
secara langsung atau melalui Pos tercatat.

(8) Bulii Penerimaan oieh Pejabal Daerah atau Bukil Pengiriman Pos tarcatat
merupakan bukti saat penmohonan diterima ofeh Bupatl.

Posal 22

(1) Pengambalian Kelsbihan Retribust uuaammmsngan menerbitkan Sural
Perintat Membayar Kalehiban Retribusi,

(2) Apabila F Retribusi i dengan butang
Retribusi lainnya i i pada Pasal 19 ayat {4},
dengan cara i bukuan dan bukf
pemi ber bagal buki p
BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAK PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

2] i L ingan, Keringanan dan Flgir

2 1 Rstriblsi kst
pada ayet (1) dbeﬂanéergan memparhatikan kemampuan Wefib Refribusi.
(3) Tate Cara Pengurangarn, Keri Retibusi

oléh Bupas.
 BABXVH
KADALUARSA PERAGRISN
Paxal 24
{1} Makuntuk i cteloh

jangka waktu 3 (tiga) tahun !erhmgrlg'vy‘a retribusi, kecuat spablla Wajib
Retrihusi melakukan Tindak Pidana dilidang retribusi.
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(2) Kadaiuarsa i Retelbusi i pada ayat (1)
{aranggut apabila : .
a. Diterbitian Surat Teguran;
b. Ada pengakuan huteng Retribusi dari Wejib Retribusi baik langsuing
maupun tidak langsung.

BAB XVIK
KETENTUAH PIDAHA
Pasal 28

{1) Wajib Retribusi yang fidak mefaksanakan kewajiban sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling iama § (enam) buian
atau denda palfing banyak 4 (empat) kefl jumiah Relribus] yang terhutang.

{2) Tindak Pidana yang dimakst:d paca ayat {1} pesal ini edalah Thdak Pidana
pelanggeran

BAB XIX
PENYIDIKAN
Fasal 26

(1) Pejabat Pegawal Neger Sipil terfentu diingkingan Pemerintah Dasrah
diberi wawenang Khusus sebagai psnyidikan Tindak Pidana dibidang
Pemazjakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dinaksud dalam
Undang-Undang Nomor B Tahun 1881 Tentang Hukum Acara Pidana.

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adadah :

& Menerima, mencari, mengumpulkan dan menalifi keterangan afau
Eaporan berkenaan dengan Tindek Pldsna di bidang Retrbusi Dasrah
agar keterangan atau laporan terssint manjar lengkeap atau jelas;

- Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan lentang keb per yang L
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusl Daersh tersebut;

¢. Meminta kelerangan dan bahan bukli dari orahg pribadi atay badan

usaha sehubungan dengan Tindak Pidane dibidang Retribusi Daerah;

o
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a

.. Memariksa buku, catalan dan dekurmen Tain vang barksnazn dengan

Tindak Pidana dibidang Retibust Daerah;

helakukan p n untuk bahan bukti-

permbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen laln, seria melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tarsebut;

Meminta bantuan tenaga Ahl dalam rangka pelaksanaan tugas

pen;lmkan Tindak Pidana dibidang Retribus! Daerah;

[} dan aleu melarang 1 fuangan
atay lempaf ‘pada saat pamarikssan sedang bariangsung dsn idenfites

orang dan atay dokurmen yang dibawa sebagaimana gimaksud pada

®

huruf &

h. Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi
Daersh;

L g untuk didenga nya ck
tersangka ateu saksi;

§ Manghenttian pervidikan;

i Malakukan Bndakan lain yang peru untuk Kelancaran penyidican Tindak
Pidana dibideng Retribusi Daereh menurut hukum yang dapat
diperianggungiawablan,

3} Penyidi pada ayal (1) memberitahukan

dsmulamya penyicikan dan penyampaian hesil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuzn yang diatur dalei Undang-
Undang Normor 8 Tehun 1981 Tertang Hukurn Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dsngar\ beriakunya Qanun maka segala ketentusn yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak bedaku lagi.

Pasai 26
Hal-hal yang balum diatur dalam Danun inf sepanjadg mengsnai Paraturan
polaksanaannya akan diatur lebit: lanjut dengan Keputusan Bupat -
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Pasal 23
Danun ini mulai beraky pada tanggal di Undangkan.

Qant

A\,arsihep orang dapat marg
ini dengan penampataniya dalam Lambaran Dasrah KBbupahenAoehszlang

Disabksndl  Kamang Bam
Fa Nnva-mbsr"DO.'SM

ZGWMMNH

Pads enggal

Pl BUPATEACEH TABIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan ra.ang

chamber 2003 M
Pads Tanggal ————— e
27 Ramadhan 1424 H

SEXRETARES DAERAH,
KABUPATEN A0EH TAMIANG

Rre. [SHAX DIUNED
| Pambina Tk.!
{ Wip. 010 055 253
|
‘fLEMBAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 8
SERIC

i 59




	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_01
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_02
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_03
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_04
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_05
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_06
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_07
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_08
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_09
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_10
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_11
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_12
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_13
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_14
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_15
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_16
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.06 Thn 2003_Tentang Retribusi Terminal_Page_17

